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<b>ABSTRAK</b><br>

Dengan masalah kependudukan yang kerapkali dihadapi DK Jakarta maka PemProv DK Jakarta
berinisiatif mengeluarkan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian kependudukan, yaitu Perda No. 4
Tahun 2004 pasal 50 dan Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2005 pasal 152. Pelaksanaan dari kebijakan ini
diantaranya difokuskan di wilayah Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur dikarenakan wilayah ini banyak
terjadi pelanggaran administrasi kependudukan. Pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana
implementasi kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian kependudukan di Kelurahan Duren Sawit
dan hambatan apa sgja yang ditemukan selama pel aksanaan kebijakan. Jenis penelitian yang dilaksanakan
di Kelurahan Duren Sawit, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mencoba
mendeskripsikan terkait implementasi dari kebijakan mengena pengawasan dan pengendalian
kependudukan di wilayah ini. Dalam menganalisis pokok bahasan skripsi, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data yang terbagi menjadi dua jenis sumber data, yakni data primer diantaranya dengan
melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan nara sumber. Sedangkan, data sekunder
dengan membaca literatur, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, brosur, website di internet, artikel-
artikel, dan hasil penelitian lainnya berupa skripsi, tesis, makalah dan lain-lain yang ada hubungannya
dengan penelitianini.

<br><br>

Hasil yang diperoleh terkait implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian kependudukan yang
dilakukan dalam bentuk operasi di |apangan, yaitu Operasi Y ustisi Kependudukan (OYK) dan Bina
Kependudukan (Biduk), diantaranya adanya warga pendatang yang kembali ke daerah asalnya, kesadaran
warga untuk memiliki identitas diri, dan adanya pelayanan KTP keliling. Untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan kebijakan ini sebaiknya ada kepedulian dan kerjasama baik dari pemerintah maupun
masyarakat guna mengatasi segala hambatan yang mempengaruhi jalannya kebijakan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

<i>With a population problem that often faces the DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Government issued a
policy initiative related to supervision and control of population, namely Regulation No.4 in 2004 section 50
and Rule Government No.16 of 2005 section 152. Implementation of this policy isfocused on areas
including Kelurahan Duren Sawit, East Jakarta this area because a lot of administrative violations of
residence. The subject of thisthesisis how the implementation of related policies on population surveillance
and control in Kelurahan Duren Sawit and any obstacles encountered during implementation of the policy.
Type of research conducted in Kelurahan Duren Sawit, is a descriptive study with qualitative approaches
that try to describe the implementation of policies related to the supervision and control of population in
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this region. In analyzing the subject of the thesis, the author uses data collection techniques are divided into
two types of data sources, which include primary data by conducting field studies through in-depth
interviews with resource persons. Meanwhile, the secondary data by reading the literature, such as books,
magazines, newspapers, brochures, websites on the internet, articles, and other research resultsin the form
of thesis, thesis, papers and others that have nothing to do with this research.

<br><br>

The results related to the supervision and implementation of policieson population control isin the form of
field operations, namely Operation Y ustisi Population (OY K) and Population Development (Big Dipper),
including a citizen immigrants who returned home, awareness of citizensto have identity, and the mobile
ID card service. To support the smooth implementation of this policy there should be caring and
cooperation from both the government and the community in order to overcome all obstacles that affect the
course of policy.</i>



